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BUPATI SIAK 

PROVINSI RIAU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK 
NOMOR 3 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 16 TAHUN 

2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIAK, 

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan 

Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan 
dan pembangunan Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menegaskan bahwa 
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Retribusi Izin Trayek sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan pembangunan di Kabupaten Siak, maka dipandang 
perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan 
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4880); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 




4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5052); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5594); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK 

dan 

BUPATI SIAK 
MEMUTUSKAN: 


Menetapkan: 


PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 16 TAHUN 
2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK. 


B( 


ten 


Pasal I 

eberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2011 
tang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 
16 ) diubah sebagai berikut: 


l. 


Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1. Daerah adalah Kabupaten Siak. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 



8 . 


9. 


12 


5. 


6 . 


7. 


10 
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13 


14. 


7. 


8 . 


19. 


20 . 


Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
enye enggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Kepala Daerah adalah Bupati Siak. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Siak. J 

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. 

adan Keuangan adalah Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang 
urusan pemerintahan di bidang Keuangan Kabupaten Siak. 

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah 
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau Badan. P g 

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati 
oleh orang pribadi atau badan. 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma 
kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa,’ 
organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 
tetap dan bentuk badan lainnya. 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan Badan yang menurut Peraturan 
reTnbu!Ti n8 ' UndanSan Retribusi diwa J ibkan untuk melakukan pembayaran 

Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek. 

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana’ 
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 
menjaga kelestarian lingkungan. 

Retnbusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, 
_a am Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam Bagian Tahun 
Daerah S1 S6SUai dengan ket entuan peraturan perundang-undangan Perpajakan 

P K m i Un 5 §Utan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan subjek Retribusi atau retribusi, penentuan besarnya Retribusi atau 
re ri usi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi atau retribusi 
epada wajib Retribusi atau retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

Angkutan adalah pemindahan orang dan/barang dari suatu tempat ke tempat 
lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan 
Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan 
untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 

RUa fu kalu Lmtas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak 
pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas 
pendukung. 



21. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak- 
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk 
pengemudi, baik dengan perlengkapan maupun tanpa perlengkapan 
pengangkutan bagasi. 

22. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan 
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 

23. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut 
barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh 
kendaraan bermotor penariknya. 

24. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi 
tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer. 

25. Jaringan lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan 
jaringan pelayanan angkutan barang. 

26. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota 
lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu 
daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam 
trayek. 

27. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke 
kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah 
Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. 

28. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu 
daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil 
penumpang umum yang terikat dalam trayek. 

29. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang 
memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau 
kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi. 

30. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan 
tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput 
karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda. 

31. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang 
umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang 
melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas. 

32. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang 
umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa 
pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas. 

33. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus 
umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan 
pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, 
seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya. 

34. Angkutan Karyawan/Mahasiswa adalah Angkutan dengan menggunakan mobil 
bus dengan plat tanda nomor warna kuning dilaksanakan dalam trayek yang 
melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja/kampus dengan beberapa titai 
asal penumpang yang digunakan khusus mengangkut karyawan/mahasiswa, 
menggunakan jadwal dan tidak boleh singgah di terminal dan tidak menaikkan 
penumpang umum. 

35. Angkutan Pemadu Moda adalah Angkutan yang dilaksanakan untuk melayani 
penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan 
bandar udara kecuali dari terminal ke terminal, berjadwal, menggunakan mobil 
bus dan / atau mobil penumpang dan menggunakan plat tanda nomor warna 
dasar kuning dengan tulisan hitam. 



36. Tanda Uji Berkala adalah Tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk 
lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa 
berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan 

yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk 
itu. 

37. Tanda Samping adalah Tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri 
kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas 
jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang 
bersangkutan. 

38. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan 
orang dengan mobil penumpang dan mobil bus yang mempunyai asal dan 
tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak 
berjadwal. 

39. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu 
kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. 

40. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam 

jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak 
berjadwal. 

41. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus 
dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran 
udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan. 

42. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah 
melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Kepala Daerah. 

43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 
yang terutang. 

44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

45. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa 
bunga dan/atau denda. 

46. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan dibidang retribusi 
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat 
Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan 
Keberatan. 

47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah. 

48. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di 
bidang lalu lintas dan angkutan jalan. 

49. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang yang menjadi 
dasar hukumnya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang 
dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi guna 
menemukan tersangkanya. 



2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 


Pasal 9 

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang 
umum dan daya angkut. 

(2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut: 


JENIS ANGKUTAN 

IZIN BARU 

MEMPERPANJANG 

KETERANGAN 

a. dalam trayek: 




1) mobil penumpang : 




a) oplet 

Rp. 85.000,- 

Rp. 70.000,- 

Per Unit 

2) mobil bus : 




a) bus kecil 

Rp. 125.000,- 

Rp. 100.000,- 

Per Unit 

b) bus sedang 

Rp. 170.000,- 

Rp. 130.000,- 

Per Unit 

c) bus besar 

Rp. 220.000,- 

Rp. 160.000,- 

Per Unit 


(3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 


3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Penentuan pembayaran retribusi dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran 
yang telah ditentukan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 

(2) Tempat pembayaran retribusi dapat dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten 
Siak atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak 
yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam. 

(3) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan 
angsuran atau penundaan pembayaran retribusi dalam kurun waktu tertentu. 

(4) Permohonan angsuran dan penundaaan pembayaran retribusi disampaikan 
secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas 
Perhubungan Kabupaten Siak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja 
sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya disertai 
dengan lampiran sebagai berikut: 

a. keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga 
yang berwenang; dan 

b. besarnya retribusi yang terutang. 





















(6) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan 
paling lama 2 (dua) bulan sejak menerima permohonan surat yang dimaksud 
dengan ketentuan: 

a. angsuran pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak 
dikeluarkan persetujuan; dan 

b. penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak 
dikeluarkan persetujuan. 

(7) Apabila lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak 
tidak memberi keputusan, permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan. 

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah dan ketentuan ayat (4) dihapus sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. 

(4) Dihapus. 

Pasal II 


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. 


Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal 30 April 2018 


Plt. 


.etajjkan di Siak Sri Indrapura 
ggal 30 April 2018 

SIAK, 



Pembina U. 
NIP. 19606 



SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN SIAK, 


Drs. H. T. S 


ia Madya 
[25 198903 1 004 


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 3 
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